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PALU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PANGAN,

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesual
dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan  penyelenggara sehingga  mendapatkan
kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar
Pelayanan pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah,

b. Bahwa penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat
diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat,

o Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar
Pelayanan dilingkungan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi

Tengah.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
07) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah;

5  Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun
2012, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;



